MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5
JL Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 — By Pass Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Telp. (021) 29079176 Ext. 1521, Fax. (021) 29079201

Nomor : 1022/DJU/HM.02.3/7/2023 Jakarta, 27 Juli 2023
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal . Penginputan Data Eksekusi yang Tidak

Dapat Dilaksanakan ke Dalam Aplikasi SIPP.

Yth. Ketua Pengadilan Negeri
di

Seluruh Indonesia

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum terhadap penginputan data eksekusi yang tidak dapat dilaksanakan serta mengingatkan
kembali surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 846/DJU/HM.02.3/8/2021
tentang Pelaksanaan Eksekusi pada Pengadilan Negeri dan Kepatuhan Penginputan Data
Eksekusi Pada SIPP, dengan ini kami minta kepada Bapak/Ibu pimpinan pengadilan untuk
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan kepatuhan (akurat, lengkap sesuai tahapan dan tepat waktu) pengisian
data eksekusi terutama pada data eksekusi yang tidak dapat dilaksanakan ke dalam
aplikasi SIPP.

2. Mengisi kolom keterangan pada SIPP perihal alasan permohonan eksekusi yang
belum dapat dilaksanakan setelah melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja
setelah aanmaning (sebagaimana terlampir).

3. Melaporkan secara berkala kepada Ketua Pengadilan Tinggi terkait permohonan
eksekusi yang telah diselesaikan dan permohonan eksekusi yang tidak dapat
diselesaikan serta meminta arahan dan petunjuk Kepada Ketua Pengadilan Tinggi
terkait permohonan eksekusi yang tidak dapat dilaksanakan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.
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